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Banyaknya jumlah penduduk maka sejalan dengan perkembangan di Kecamatan 
Tampan dan seharusnya diimbangi dengan pembangunan sumur resapan. Serta 
apa saja yang menjadi hambatan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kota Pekanbaru, pembangunan sumur resapan di kecamatan tampan kota 
Pekanbaru Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pekanbaru adalah 
salah satu perangkat daerah yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Kota 
Pekanbaru yang bertujuan untuk membantu Walikota dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya dibidang sumber daya air. Untuk menjawab penelitian ini, penulis 
menggunakan alat ukur sebagai indkator yang di ambil dari Peraturan Daerah 
Nomor 10 tahun 2006 tentang Sumur Resapan yang indikatornya terdiri dari : 
Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan, Sosialisasi, dan Ketentuan Pidana. 
Impelementasi pada dasarnya sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan 
hukum ditetapkan melalui proses politik, Sebagaimana telah dijelaskan dibagian 
lain buku ini pada dasarnya suatu kebijakan atau program diformulasikan 
dengan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu, dalam implementasi 
diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan sumber daya 
manusia sebagai pelaksana kebijakan peraturan yang telah ditetapkan serta 
sesuai dengan standar operasional yang ada, Secara luas Implementasi dapat 
diartikan sebagai proses administrasi dari hukum yang didalamnya mencakup 
ketertiban berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang 
dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu 
tercapainya tujuan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan pembuatan sumur di 
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru belum terimplementasikan secara efektif 
dan optimal atau dapat dikatakan kurang baik, sosialiasi yang dilakukan oleh 
Dinas Pekerjaan Umum dan  Penataan Ruang Kota Pekanbaru yang kurang 
terprogram dan tidak berkelanjutan kepada masyarakat sehingga membuat 
masyarakat kurang menyadari arti penting dari tujuan pembuatan sumur 
resapan, dan kurang ketegasan pemberian sanksi dan ketentuan pidana membuat 
efek jera kepada masyarakat pemilik bangunan yang sangat minim atau hampir 
tidak pernah di berikan sehingga membuat masyarakat menganggap bahwa 
sumur resapan tidak lah begitu penting bagi bangunan yang mereka miliki. 
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